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B. Saran 

1. Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka 

dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 

sehingga keharmonisan didalam rumah tangga senantiasa terjaga. 

2. Kepada praktisi hukum agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap 

masyarakat di dalam mensosialisasikan pelaksanaan hukum penyelesaian 

sengketa harta bersama.  

3. Untuk mencegah terjadinya polemik harta bersama dalam suatu perkawinan, 

disarankan agar akta nikah disertai dengan ketentuan tentang harta bersama 

dalam perjanjian perkawinan. 
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